KOMITMEN
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
(TP2DD)
DI WILAYAH BALI

Dalam rangka perluasan akseptansi dan percepatan digitalisasi di daerah guna mendukung
kelancaran seluruh transaksi ekonomi serta efisiensi dalam pengelolaan fiskal daerah, Kami,

Pemerintah Daerah Se-Bali yang bertanda tangan di bawah ini, bersama-sama berkomitmen

untuk:

SATU Mempersiapkan pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
(TP2DD) di level Provinsi / Kota / Kabupaten dengan susunan personalia
sebagaimana berikut: -

Peran 1 ~ Jabatan/Instansi
Ketua Gubernur Provinsi / Walikota / Bupa’u
Wakil Ketua Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi;
Ketua Pelaksana Harian | Sekretaris Daerah Provinsi / Kota / Kabupaten
Sakrataris Kepala Badan yang mem.bI(jang| Pengelolaan
Keuangan dan Aset Provinsi / Kota / Kabupaten
1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi /
Kota / Kabupaten terkait;
2. Inspektorat Provinsi / Kota / Kabupaten;
Anggota 3. Kepala Divisi Kantor Perwakilan Bank
Indonesia;
4. Instansi vertikal dan/atau pemangku
kepentingan terkait lainnya (jika diperlukan).
DUA Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sebagaimana dimaksud

pada angka 1 (satu) bertugas:

a. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi
pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Provinsi/ Kota / Kabupaten baik
yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;

b. Melakukan asesmen dan merumuskan arah kebijakan serta strategi
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP);

1 b. Melakukan.....
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c.  Memantau implementasi ETP dan mengidentifikasi isu strategis mengenai
sumber, potensi, dan permasalahan yang ada;

d.  Menyusun perumusan rencana strategis ETP; melakukan langkah-langkah
penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronifikasi
Transaksi Pemerintah Daerah di Provinsi / Kota / Kabupaten yang terkait
dengan informasi dan/atau data, inovasi dan teknologi, infrastruktur,
ketentuan, dan koordinasi;

e. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi terkait ETP;

f.  Melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi ETP; dan

g. Menyusun studi, rencana aksi, dan melaksanakan kegiatan Satgas P2DD

serta menyampaikan rekomendasi kepada Satgas P2DD;

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Komitmen ini

dibebankan pada Anggaran masing-masing Pemerintah Daerah terkait.

" Komitmen ini ditandatangani oleh seluruh perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi /

Kota / Kabupaten se-Bali dan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan.

2 Nusa Dua.....



Nusa Dua, 24 November 2020

Disepakati oleh :

Atas Nama
. Pemérintah Provinsi Bali

Atas Nama
Pemerintah Kota Denpasar

VY~
Kepala BPKAD Provinsi Bali
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| Made Santha
Kepala Bapenda Provinsi Bali

| Made Pasek Mandira
Kepala BPKAD Kota Denpasar

f' | Dewa Nyjoman Semadi
Kepala Baperlda Kota Denpasar

Atas Nama

Pemerintah Kabupaten Badung

Atas Nama
Pemerintah Kabupaten Bangli

Atds Nama
Pemerintah Kabupaten Buleleng
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T | Ketut Gede Suyasa
Kepala BPKAD Kab.

Badung

/ll Made Sutama
Kepala Bapenda / Sedahan Agung
Kab. Badung

Kepala BKPAD Kab. Bangli

Gede Sugiartha Widiada
Kepala BPKPD Kab. Buleleng

Atas Nama
Pemerintah Kabupaten Gianyar

Atas Nama
Pemerintah Kabupaten Jembrana

Atas Nama
Pemerintah Kabupaten Klungkung
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Ngakan Ketut Jati Ambarsika «(S,

Kepala BPKAD Kab. Gianyar

. A" | Dewa Gde Kusuma Antara
Kepala BPKAD Kab. Jembrana

P
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| Dewa Putu Griawan
Kepala BPKPD Kab. Klungkung

Atas Nama

Pemerintah Kabupaten Tabanan

Atas Nama

Pemerintah Kabupaten Karangasem

Dewa Ayu Sri Budiarti

Kepala BAKEUDA Kab. Tabanan

\

| Madé Sujana Erawan

Kepala BPKAD Kab. Karangasem




Disaksikan oleh:

Provinsi Bali

Agus Sistyo Widjajati Kantor Perwakilan Bank Indonesia )q \Wg

Ida Bagus Gede Setia

Bank Pembangunan Daerah Bali
Yasa
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